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Abstrak: Inklusi keuangan merupakan isu global karena mempengaruhi perekonomian dan adanya fakta bahwa
akses layanan keuangan di negara berkembang masih rendah. Inklusi keuangan Indonesia dikategorikan masih
rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penerapan inklusi keuangan masih mengalami
hambatan karena masih terbatasnya bank yang terdekat dengan tempat tinggal dan jauhnya jarak cabang terdekat.
Kebijakan dari Pemerintah Indonesia telah menetapkan pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Program tersebut dimaksudkan untuk membantu otoritas publik
dengan mengurangi kemiskinan dan mendorong ekonomi yang komprehensif dan layak. Oleh karena itu,
penelitian ini memiliki tujuan salah satunya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,
pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan penanaman modal dalam negeri terhadap inklusi keuangan di
Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia data yang digunakan berupa data sekunder yang
diperoleh dari BPS dan OJK serta diuji menggunakan regresi data panel. Alat yang digunakan untuk melakukan
uji tersebut adalah software STATA 14. Hasil yang diperoleh variabel kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan
penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan, sedangkan variabel
pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.
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PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (2016) menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan isu
global karena mempengaruhi perekonomian dan adanya fakta bahwa akses layanan
keuangan di negara berkembang masih rendah. Kementerian Keuangan Indonesia
mendefinisikan inklusi keuangan merupakan keadaan dimana anggota warga mempunyai
akses terhadap layanan keuangan resmi yang bermutu secara pas waktu, mudah serta
terjamin dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan serta
kemampuannya dalam rangka menaikkan kesejahteraan warga. Akyuwen & Waskito
(2018), mengartikan inklusi keuangan yaitu membagikan layanan keuangan kepada
kelompok warga berpenghasilan rendah. Tujuan utamanya yakni akses ke layanan
keuangan guna menaikkan standar hidup serta pemasukan yang lebih baik.

Penerapan inklusi keuangan untuk lembaga keuangan perbankan masih mengalami
beberapa hambatan, yaitu tidak terdapatnya bank yang dekat dengan tempat tinggal
ataupun jauhnya jarak ke cabang terdekat. Lebih lanjut, hambatan yang dihadapi warga
dapat berupa tingkatan uraian pengelolaan keuangan masih kurang. Hambatan yang
dialami lembaga keuangan perbankan berupa terbatasnya coverage zona dalam
melaksanakan ekspansi jaringan kantor. Di sisi lain, untuk menaikkan jaringan kantor ke
wilayah terpencil, bank mengalami permasalahan bayaran set-up yang relatif besar
(Waedhono, Indrawati, & Qori'ah, 2018).
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Gambar 1. Perbandingan Inklusi Keuangan Di Negara ASEAN Tahun 2020

Inklusi keuangan di negara ASEAN tahun 2020 menunjukkan adanya perbedaan yang
cukup signifikan antar negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand mendominasi nilai
inklusi keuangan dengan nilai diatas 70.0%. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan
cocok untuk diterapkan di negara berkembang. Indonesia ialah salah satu negara yang
mempunyai permasalahan kemiskinan. Dengan demikian, inklusi keuangan ialah perihal
yang sangat berarti diterapkan di Indonesia. Manfaat yang didapat dari terdapatnya inklusi
keuangan ialah bisa mendesak perkembangan pemasukan yang besar, sehingga berdampak

terhadap penyusutan tingkatan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Senyo &
Osabutey, 2020).
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Negara dikatakan mempunyai tingkatan inklusi keuangan yang besar bila
kebanyakan penduduknya sudah memakai ataupun memakai bermacam produk serta jasa
keuangan, semacam menabung ataupun memperoleh kredit dari bank. Memperluas inklusi
keuangan merupakan upaya strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekalian
menanggapi tantangan pembangunan lintas negeri (Akyuwen & Waskito, 2018). Hal ini
menunjukkan bahwa kemudahan akses perbankan oleh masyarakat miskin berimplikasi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, percepatan pertumbuhan secara
keseluruhan, peningkatan efisiensi alokasi modal, dan peningkatan akses terhadap kredit
produktif.

Forum Leaders Summit (2012), dalam organisasi G20 dikeluarkannya Financial Peer
Learning Program (FPLP) dan Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI) untuk mengatasi
permasalahan kemiskinan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh forum tersebut bertujuan
memperluas akses pendanaan formal kepada semua kalangan, terutama mereka yang
kesulitan mengakses pendanaan formal. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah
menetapkan dan memfokuskan pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Program ini dimaksudkan untuk membantu
otoritas publik dengan mengurangi kemiskinan dan mendorong ekonomi yang
komprehensif dan layak (Ummah & Anggraeni, 2015). Strategi tersebut diharapkan dapat
menjadi strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

Inklusi keuangan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Mengingat pentingnya peran inklusi keuangan, terutama di masa pandemi
Covid-19, tren positif ini akan berlanjut pada tahun selanjutnya dan memutuskan untuk
mempercepat penerapan inklusi keuangan guna pemulihan ekonomi nasional.
Perkembangan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terletak pada
kisaran 5 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19,
perkembangan ekonomi menghadapi kontraksi sebesar -2,07 persen. Menurunnya data
pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdampak terhadap jumlah penduduk miskin,
meningkatnya tingkat pengangguran, dan semakin tingginya kesenjangan pendapatan di
Indonesia. Inklusi keuangan bisa dijadikan strategi penyediaan akses layanan yang
terjangkau untuk warga miskin secara langsung serta jadi agen perkembangan ekonomi
(Sanjaya, 2014).

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait inklusi keuangan yang mampu
meningkatkan akses keuangan terhadap layanan keuangan seperti yang dilakukan oleh
(Allen, Demirguc-Kunt, Klapper, & Peria, 2016); (Dwi & Erlando, 2018); (Park & Mercado,
2015); (Dixit & Ghosh, 2013); (Sanjaya, 2014); (Ummah & Anggraeni, 2015). Peneliti tersebut
juga mengungkapkan bahwa inklusi keuangan dapat mengurangi tingkat kemiskinan
(Akyuwen & Waskito, 2018); (Beck, Demirguc-Kunt, & Levine, 2007), pengangguran
(Wahab, Qarina, Syariati, & Aprinandhi, 2022), serta ketimpangan pendapatan (Tsuroyya,
2022); (Haloho, 2019). Selain itu, dampak positif dari adanya inklusi keuangan juga
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana memainkan peran dengan
adanya peluang untuk berpartisipasi serta menjadi agen dari perkembangan sektor
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keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi faktor yang
mempengaruhi inklusi keuangan.

Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variable pertumbuhan
ekonomi dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai variable control atas
meningkatnya inklusi keuangan. Sehingga, melalui kedua variable tersebut digunakan
untuk melihat pengaruhnya terhadap menurunnya Kemiskinan, Pengangguran, dan
Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Kontribusi penelitian berupa estimasi atas
determinan inklusi keuangan melalui perubahan variable pertumbuhan ekonomi dan
PMDN guna menurunkan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan di
Indonesia.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi yang pasti
menggunakan strategi kuantitatif atau deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) riset
deskriptif merupakan pengecekan ekspresif yang mengharapkan buat membagikan
ataupun menguasai kondisi ataupun kekhasan yang terjalin dengan memakai metodologi
logis buat menjawab persoalan asli. Unit analisis data dalam penelitian ini berfokus pada
34 Provinsi di Indonesia dengan dimensi waktu yang digunakan yaitu data panel.
Penelitian ini menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui pencarian dan
pengumpulan data dan informasi, yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang bukan
manajemen tetapi dapat dimanfaatkan untuk penelitian tertentu atau melalui saluran
mediasi.

Data sekunder dari sumber internal dan eksternal Statistik dari BPS dan OJK,
khususnya data tentang inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan PMDN pada tahun 2016 hingga 2020,
digunakan untuk membuat data sekunder internal. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan
data pihak ketiga dari publikasi, majalah, dan situs web. Adapun, persamaan model regresi
data panel sebagai berikut:

Yie= B0ic + f1X1it +2X2it + [3Xzit + LaXait+ PsX5i + eit

Inklusi keuangan merupakan variable dependen dalam penelitian ini yang dinyatakan
dalam satuan indeks. Sedangkan, untuk variable independent berupa pertumbuhan
ekonomi (%), kemiskinan (ribu jiwa), pengangguran (%), ketimpangan pendapatan
(indeks), dan PMDN (rupiah).

Pengujian data panel dimulai dengan pemilihan model terbaik Widarjono (2013) yang
dilakukan dengan cara melakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multuplier
(LM). Uji Chow dilakukan untuk menguji model Comman Effect dan Fixed Effect. Uji
Hausman digunakan untuk menguji antara model Random Effect dan Fixed Effect.
Sedangkan, Uji LM digunakan ketika Uji Chow dan Uji Hausman memiliki perbedaan hasil.
Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik berupa uji heterokedastisitas dan multikolinieritas.
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Uji heterokedastisitas menggunakan Breusch-Pagan/Cook and Weisberg’s test dimana dari
hasil data olahan nilai Prob>chi2 kurang dari a maka model terdapat masalah
heteroskedastisitas  (Widarjono, 2013). Sedangkan, wuji multikolinieritas dapat
memanfaatkan VIF. Jika nilai VIF < 10 maka tidak ada efek samping multikolinearitas
(Widarjono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan membagikan data tentang variabel riset semacam
inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan
pendapatan, serta penanaman modal dalam negara di Indonesia. Berdasarkan uji
spesifikasi model menggunakan uji Chow, nilai probabilitas yang kurang dari nilai
signifikansi 5%, yaitu 0,0023 hal ini dapat menjelaskan bahwa model yang tepat untuk
regresi data panel adalah model Fixed Effect Model. Dari uji Hausman menunjukkan angka
probabilitas ialah sebesar 0,0015 nilai tersebut lebih kecil dibanding tingkatan signifikansi
sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak serta menerima H1, yang berarti model
yang terbaik dalam penelitian ini merupakan Fixed Effect Model. Kedua uji menunjukkan
pilihan terbaik menggunakan model eksplorasi model efek tetap (Fixed Effect). Sehingga
tidak perlu dilakukan uji LM sebagai uji lanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji
asumsi klasik.

Tabel 1 Pemilihan Model Terbaik

Test Probabilitas Hasil
Chow 0.0023 Fixed Effect
Hausman 0.0015 Fixed Effect

Variabel bebas dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika Prob>chi2 lebih besar dari
0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai Prob>chi2 sebesar 0,0000 < 0,05, yang berarti
terdaoat tanda-tanda heteroskedastisitas, tetapi dalam hal ini data disembuhkan dengan kuat
dengan metode robust. Sedangkan, hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai
mean VIF sebesar 1.22 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi terbebas dari
gejala multikolinearitas.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Variabel VIF 1/VIF
Kemiskinan 1.39 0.717826
PMDN 1.36 0.737605
Pengangguran 1.13 0.884194
Ketimpangan Pendapatan 1.10 0.908942
Pertumbuhan Ekonomi 1.10 0.910491
Mean VIF 1.22
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Pengujian F-statistic menunjukkan nilai sebesar 0.023 lebih kecil dari 0,05. Sehingga,
secara simultan variable independent mempengaruhi inklusi keuangan. Pada uji koefisien
determinasi digunakan untuk menggambarkan hasil garis regresi yang dibentuk sesuai
data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai R? sebesar 0,2844. Artinya bahwa sebesar
28,44 persen variable inklusi keuangan di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan PMDN. Sementara itu, secara
persial pada masing-masing variable menunjukkan hasil yang berbeda. Adapun hasil
tersebut seperti pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Uji Persial

Variabel Koefisien t-Statistik ~ Prob Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi -0.0036133 -1.63 0.113  Tidak Signifikan
Kemiskinan -0.000046 -1.84 0.074 Signifikan
Pengangguran -0.0118097 -1.23 0.229  Tidak Signifikan
Ketimpangan Pendapatan -1.493907 -2.51 0.017 Signifikan
PMDN 0.019346 2.51 0.017 Signifikan
C 1.238612 6,04 0,000 Signifikan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap inklusi keuangan menghasilkan nilai
signifikansi 0.113>0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -1,63. Hal ini berarti pertumbuhan
ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan. Pengaruh
kemiskinan terhadap inklusi keuangan menghasilkan nilai signifikansi 0,074<0.05 dengan
nilai t-statistik sebesar -1,84. Hal ini berarti kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap inklusi keuangan. Pengaruh pengangguran terhadap inklusi keuangan
menghasilkan nilai signifikansi 0,229>0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -1,23. Hal ini
berarti pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan.

Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan menciptakan nilai
signifikansi 0,017<0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -2,51. Perihal ini berarti ketimpangan
pendapatan mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap inklusi keuangan. Pengaruh
PMDN terhadap inklusi keuangan menciptakan nilai signifikansi 0,017<0.05 dengan nilai t-
statistik sebesar 2,51. Perihal ini berarti PMDN mempengaruhi positif serta signifikan
terhadap inklusi keuangan. Dari 34 Provinsi di Indonesia periode tahun 2016-2020. Bahwa
Provinsi Jawa Barat ialah Provinsi dengan tingkat Inklusi Keuangan yang paling tertinggi
sebesar 0.1167624. Sedangkan Provinsi dengan tingkat inklusi keuangan terendah berada
di provinsi Bangka Belitung sebesar -0.3124827.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap inklusi keuangan yang tidak signifikan
dikarenakan ekonomi Indonesia di tahun 2020, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar
2,07% di mana pandemi Covid-19 turut memukul perekonomian. Hal ini menyebabkan
pertumbuhan ekonomi melambat, penyebab utama dari menurunnya pertumbuhan
ekonomi di Indonesia adalah tidak terlepas dari dampak penanganan penyebaran virus
Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pada kegiatan
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perekonomian di Indonesia, baik dari sisi produksi, distribusi serta pada bagian konsumsi,
perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) maupun kegiatan investasi (Tsuroyya, 2022).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatinnisa, Fauziah,
Trivena, & Aini, 2021). Hasil dari Uji hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
tidak berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan di
Indonesia, baik secara parsial maupun secara parsial serentak. Hal ini menunjukkan bahwa
literasi dan inklusi keuangan meningkat Indonesia perlu ditingkatkan untuk mencapai
pertumbuhan inklusif sebagai yang utama sasaran (Hidayatinnisa, Fauziah, Trivena, &
Aini, 2021). Kim dalam (Pratama, 2020), inklusi keuangan di sini telah gagal meningkatkan
pendapatan banyak orang secara efektif dan mengurangi hambatan yang memperlambat
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi melambat, hal ini
juga akan mengurangi inklusi keuangan (Ningrum, 2018; Khoirunnisa, 2019).

Pengaruh kemiskinan terhadap inklusi keuangan yaitu negative. Hasil ini konsisten
dengan penelitian Honohan dalam (Soetiono & Setiawan, 2018), dengan menggunakan data
dari 160 negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keuangan berdampak secara
negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian Dwi & Erlando
(2018), Ningrum (2018) dan (Kusuma & Indrajaya, 2020) , hasil riset menampilkan kalau
inklusi keuangan berakibat negatif terhadap kemiskinan, maksudnya ketika inklusi
keuangan semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Perihal ini bisa
dimaksud kalau sektor keuangan bisa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan lewat
partisipasi pemerataan.

Pengaruh pengangguran terhadap inklusi keuangan vyaitu negatif. Hal ini
dikarenakan adanya PHK besar-besaran terjadi di tahun 2020 akibat adanya pandemi
Covid-19 dan peningkatan jumlah aksesibilitas keuangan justru menyebabkan peningkatan
angka pengangguran. Hal ini disebabkan, peningkatan jumlah kantor bank tidak dibarengi
dengan penurunan angka pengangguran. Di Indonesia relatif lebih banyak perusahaan
yang padat karya dibandingkan perusahaan padat modal (Pangeran & Subambang H,
2021). Hasil ini sejalan dengan penelitian Dwi & Erlando (2018), mengkaji di Kawasan
Timur Indonesia ditemui hasil riset jika pengangguran tidak berpengaruh terhadap inklusi
keuangan. Analisis ini mirip dengan penelitian Khoirunnisa (2019), dimana pengangguran
tidak mempengaruhi inklusi keuangan, karena semakin tinggi tingkat pengangguran maka
inklusi keuangan semakin rendah.

Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan yaitu negative. Hasil
ini konsisten dengan penelitian Dwi & Erlando, (2018), variabel ketimpangan pendapatan
mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap inklusi keuangan. Maksudnya,
Pemerataan pendapatan menciptakan sumber ekonomi baru di daerah, secara otomatis
meningkatkan ketersediaan lembaga keuangan, dan meningkatkan kesempatan penduduk
untuk mengakses keuangan. Bila terjadi kenaikan inklusi keuangan, perihal ini bisa kurangi
ketimpangan pendapatan, perihal ini diakibatkan terus menjadi besarnya akses warga
terhadap layanan perbankan sehingga mempermudah warga dalam melaksanakan proses
transaksi yang efektif (Gustiwiguna, 2020).
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PMDN memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Sejalan dengan hasil
tersebut, (Banerjee, Donato, & Maruta, 2020) dan (Sheraphim, 2018) bahwa PMDN
berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Artinya dengan
meningkatnya investasi dalam negeri, ketersediaan jasa keuangan akan meningkat.
Berdasarkan BKPM (2020), untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0
persen per tahun, diperlukan investasi (baik asing maupun domestik) yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi. Kebutuhan investasi dibiayai dengan pendalaman sektor
keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, antara lain melalui perluasan akses
layanan keuangan, perluasan produk keuangan yang inovatif, pengembangan infrastruktur
sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis dampak
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan
penanaman modal dalam negeri terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat hubungan negative pada variable pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan.
Sedangkan, variable PMDN memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Atas
hasil tersebut, maka rekomendasi yang diberikan berupa pemahaman pentingnya
pendidikan dan pengetahuan mengenai aspek keuangan (financial education dan financial
literacy). Dari sisi ketimpangan pendapatan, pemerintah harus melakukan pemerataan
pendapatan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sedangkan, dari sisi PMDN dapat
dilakukan dengan cara investor, pemerintah, serta bank bisa bekerja sama buat tingkatkan
seluruh aspek inklusi keuangan, misalnya lewat mekanisme distribusi/intermediasi,
pinjaman murah, serta kemudahan akses untuk pengusaha kecil yang memerlukan modal
yang nantinya akan berdampak terhadap kenaikan pendapatan modal dalam negeri.
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